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KEWENANGAN PENERBITAN IZIN
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(IUPTL)

“Untuk energi dan pertambangan
yang berlandasakan Rukvnm dan keadilan®
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Kewenangan oleh Menteri Kewenangan oleh Gubernur

‘ > IUPTL yemg ellitulen e BT (FLYF ‘ » Badan Usaha yang wilayah usahanya 1 Provinsi;
» Badan Usaha yang wilayah usahanya lintas Provinsi; - Badan Usaha yang menjual tenaga listrik kepada
* Badan Usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Gubernur;
pemegang izin usaha yang diterbitkan Menteri; - Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha namun
* Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha dengan tidak termasuk usaha pembangkit tenaga listrik

kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
terintegrasi.
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Gubernur Mempunyai Kewenangan

Menteri Mempunyai Kewenangan

‘ * Penetapan tarif ten.aga —_ , - ‘3  Penetapan Persetujuan Harga jual tenaga listrik dan
* Penetapan Persetujuan Harga jual tenaga listrik sewa jaringan untuk badan usaha yang izinnya
dan sewa jaringan untuk badan usaha yang izinnya e e ol Ealse

s e e Al + Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya [
* Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang ‘ Aersiien ol @ulser e ’

izinnya diterbitkan oleh Menters;
* Pembinaan dan pengawasan;
* Penetapan sanksi administratif

* Pembinaan dan pengawasan;
32« Penetapan sanksi administratif
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